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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi
layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah,
menetapkan 31 (tiga puluh satu) ‘Indikator Pemenuhan Hak Anak’ yang
sekaligus juga merupakan ‘Indikator KLA'. Ketigapuluh satu indikator tersebut
dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5
(lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan
kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan Kkegiatan
budaya; dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut
kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di
daerahnya.

Untuk menyamakan pemahaman tentang Indikator KLA, dibutuhkan penjelasan
rinci tentang Indikator KLA.

B. Maksud dan Tujuan

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak
anak untuk mewujudkan KLA.

Indikator KLA ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang
pemenuhan hak anak di kabupaten/kota.
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KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK (KHA)

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua
indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan
klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator
ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5
(lima) klaster hak anak.

Klaster hak anak terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a.

Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta
Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara
atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan
silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran
secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat
kelurahan/desa.

Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan
terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia,
manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas
anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan
terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak
untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang
bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara
merdeka sesuai keinginannya.

Hak berpikir, berhati nurani dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya
secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan
pembinaan.

Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk
organisasi yang sesuai bagi mereka.
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Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau
diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan
mengganggu tumbuh kembangnya.

Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria
kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam
jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi
secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa
adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan
hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a.

Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu
harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi
tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak,
meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan
bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak,
contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

Anak yang terpisah dari orang tua

Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali
pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Reunifikasi

Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya
setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik
bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan
diperdagangkan.

Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar
daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya
tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu
memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi
kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk
memenuhi kesejahteraan anak.
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f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat
pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua
orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak
memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan
peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar
kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan
mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran
Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi
dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang
menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang
komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi
kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik,
mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan
menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar
gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan
yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi;
memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong
terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin
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tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan
anak ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk
mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta
mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang
toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia
dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga
Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat
memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan
seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas
bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang

tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar

(sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan

sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan

perlindungan hak-hak dasarnya.

i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus
berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus
mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan
perlindungan secara optimal.

ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang
berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan
apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa
bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara
anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum
Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum
mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara
wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas
diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada
dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang
lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi
Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang
menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan,
terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang
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